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ANALYSIS PROCEDURE FOR GRANT AND MANAGEMENT OF 
CREDIT TO CUSTOMERS 
 (CASE STUDY ON THE PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN) 
DANANG NOVIANTO SETYO NUGROHO 
F3607003 
Economic activities of a country can not be separated from the traffic 
payment of money, which financial institutions provide an important role in 
regulating economic activity of an negara.Bank must be careful in giving credit 
and take over management of the debtor. The aim of this thesis is to find out how 
the procedure PD lending to customers. Rural, Djoko Tingkir Sragen Regency, 
customer loan disbursement procedures for PD. Rural, Djoko Tingkir Sragen 
Regency and to know the management of credit disbursed to the customer after 
PD. Rural, Djoko Tingkir Sragen Regency. 
Place of research in PD. Rural, Djoko Tingkir Sragen Regency. To obtain 
the data required in the preparation of this final project used multiple methods of 
data collection analysis, among others: the observation methods, interview 
methods, methods of documentation, literature methods. Type of data in this 
research using primary and secondary data. 
Results of research to know that the procedures and disbursement of credit 
to customers in PD. Rural, Djoko Tingkir Sragen been appropriate in the PD 
director decisions. Rural, Djoko Tingkir Sragen Number: 
581/138/BPR/VIII/2008. In managing credit has been disbursed to clients PD. 
Rural, Djoko Tingkir Sragen need to improve the way credit management because 
management did less well with the trend increase in the NPL annually. 
The results showed that the analysis procedures and loan disbursement on 
PD. Rural, Djoko Tingkir Sragen is good because it has been appropriate in the 
PD director decisions. Rural, Djoko Tingkir Sragen Number: 
581/138/BPR/VIII/2008. Credit management by the bank management is less well 
because of the increase in NPLs. but the author gives an alternative, among others, 
granting and withdrawal procedures should be maintained because it was good, 
and improving management of the collectibility of the installment credit so 
smoothly. 







ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DAN  PENGELOLAAN KREDIT 
KEPADA NASABAH 
 (STUDI KASUS PADA PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN) 
DANANG NOVIANTO SETYO NUGROHO 
F3607003 
Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas 
pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam 
mengatur kegiatan ekonomi suatu negara.Bank harus berhati-hati dalam 
memberikan kredit dan melakukan pengelolaan kepada debitur. Tujuan dari Tugas 
Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit kepada 
nasabah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, prosedur pencairan kredit 
kepada nasabah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen dan untuk mengetahui 
pengelolaan kredit setelah dicairkan kepada nasabah PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen. 
Tempat pelaksanaan penelitian berada di PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini digunakan beberapa metode analisis pengumpulan data antara 
lain : metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, metode studi 
pustaka. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder.  
Hasil  penelitian yang mengetahui bahwa prosedur pemberian dan pencairan 
kredit kepada nasabah di  PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen telah sesuai 
dalam keputusan direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 
581/138/BPR/VIII/2008. Dalam mengelola kredit yang telah dicairkan kepada 
nasabah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen perlu memperbaiki cara 
pengelolaan kredit karena pengelolaan yang dilakukan kurang baik dengan adanya 
kecenderungan peningkatan NPL setiap tahunnya. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis prosedur pemberian dan 
pencairan kredit pada PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sudah baik 
karena telah sesuai dalam keputusan direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen Nomor : 581/138/BPR/VIII/2008. Pengelolaan kredit yang dilakukan 
manajemen bank kurang baik karena adanya peningkatan NPL. namun penulis 
memberikan alternatif antara lain prosedur pemberian dan pencairan kredit perlu 
dipertahankan karena sudah baik, serta memperbaiki pengelolaan kredit sehingga 
kolektibilitas angsuran dapat lancar.  
  







A. Latar Belakang Permasalahan 
Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas 
pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan peranan penting 
dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Pada umumnya orang 
beranggapan “Lembaga Keuangan” merupakan suatu lembaga yang kegiatan 
sehari-harinya berkaitan dengan uang. Lembaga Keuangan adalah suatu 
badan usaha yang asset utamanya berbentuk asset keuangan maupun tagihan-
tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada aktiva riil 
misalnya bangunan, perlengkapan dan bahan baku (Martono, 2004: 2). Secara 
umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank 
dan bukan bank. Dalam kegiatannya lembaga keuangan memiliki peranan 
dalam menghimpun dan menyalurkan dana.  
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dimana pengawasannya 
dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral. Secara umum fungsi bank 
adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 
kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara spesifik fungsi bank 
dibedakan menjadi 3, yaitu (Totok dan Sigit, 2006 : 9) : 
1. Agent of trust ; dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan 
(trust),   baik dalam hal penghimpunan  dana maupun penyaluran dana. 
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Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi 
adanya unsur kepercayaan. 
2. Agent of development ; kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan 
penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan 
perekonomian di sektor riil. Kegiatan tersebut memungkinkan 
masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta 
kegiatan konsumsi barang dan jasa.  
3. Agent of services ; disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan 
penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan 
yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa 
pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, 
dan penyelesaian tagihan. 
Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 
5 membagi bank atas 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima 
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu.  
Usaha BPR juga hampir sama dengan bank umum antara lain; 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 
berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 
memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 
prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 
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Pemerintah. Namun ada juga usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR 
yaitu (Subagyo dkk, 1997 : 69) : 
1. Menerima simpanan berupa giro. 
2. Melakukan usaha dalam valuta asing. 
3. Melakukan penyertaan modal. 
4. Melakukan usaha perasuransian. 
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.  
PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen satu-satunya bank milik 
pemerintah daerah dengan kepemilikan sahamnya 100%. Tujuan didirikannya 
PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen adalah guna membantu 
permodalan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah dan untuk 
memberantas lintah darat, disamping sebagai sumber pendapatan daerah. 
BPR dinilai lebih menyentuh kalangan kegiatan Usaha Kecil Menengah 
(UKM) melalui kredit mikro. Meskipun nilai kredit yang disalurkan BPR 
kepada UKM lebih kecil dari bank umum, namun memberikan manfaat jauh 
lebih besar karena lebih menyentuh kehidupan UKM. Selain itu, proses 
pengajuan kredit cepat dan tidak berbelit. Usaha kecil dan menengah (UKM) 
merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun 
daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Namun, dalam kenyataanya selama ini 
UKM kurang mendapat perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan 




Dalam suatu perekonomian, kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
terutama dalam bidang perkreditan rakyat merupakan bagian yang sangat 
penting. Semua aktivitas seperti transaksi simpan pinjam maupun transaksi-
transaksi lainnya tentunya BPR mempunyai peranan yang sangat besar 
diantaranya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana yang 
mendesak bagi masyarakat. 
Tabel 1.1 
Jumlah Debitur, Kredit Yang Diberikan dan Laba Tahun 2006 – 2008 










1 2006 2375 43.706.838 1.203.437 - - 
2 2007 2409 51.428.443 1.305.385 101.948 0,8 
3 2008 2162 59.435.011 1.400.939 95.554 0,7 
Sumber : Laporan Tahunan PD.BPR Djoko Tingkir Tahun 2008 
Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi intermediasi 
bank meningkat dari tahun ke tahun yang dicerminkan dari peningkatan 
jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat sragen. Sejalan dengan itu 
peningkatan fungsi intermediasi juga meningkatkan kinerja PD. BPR Djoko 
Tingkir dengan ditunjukkan meningkatnya laba perusahaan. 
Sumber dana PD. BPR Djoko Tingkir yang digunakan untuk pemberian 
kredit bagi masyarakat diperoleh dari pemerintah daerah kota sragen, 
pinjaman lembaga keuangan lain dan dari masyarakat itu sendiri yang 
berbentuk tabungan, deposito, dan lain-lain. 
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PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen merupakan salah satu 
lembaga keuangan yang didirikan pemerintah daerah untuk membantu 
penyediaan modal bagi pengusaha golongan usaha kecil dan menengah 
(UKM) untuk meningkatkan usahanya. Dalam hal ini, PD BPR. Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen memberikan kredit pada usaha kecil dan 
menengah dan rumah tangga. Kredit yang diberikan yaitu berupa kredit 
umum dan kredit pegawai/karyawan. Adapun tujuan dari adanya BPR itu 
memberantas lintah darat, membantu golongan ekonomi lemah khususnya 
pengusaha kecil, memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha, 
menambah pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dalam penulisan 
Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan memilih judul “ANALISIS 
PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN KREDIT KEPADA 
NASABAH (STUDI KASUS PADA PD. BPR DJOKO TINGKIR 
KABUPATEN SRAGEN)”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 
untuk memudahkan dalam penyelesaian  permasalahan yang menjadi dasar 
dalam penulisan ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :     
1. Bagaimana prosedur pemberian kredit kepada nasabah PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen? 
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2.   Bagaimana prosedur pencairan kredit kepada nasabah PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen? 
3. Bagaimana pengelolaan kredit setelah dicairkan kepada nasabah PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin  dicapai dari laporan Tugas Akhir ini adalah 
sebagi berikut: 
1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit kepada nasabah PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 
2. Untuk mengetahui prosedur pencairan kredit kepada nasabah PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
3. Untuk mengetahui pengelolaan kredit setelah dicairkan kepada nasabah 
PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 
 
D. Manfaat penelitian 
1. Manfaat secara Teoritis 
Sebagai manajemen pengelolaan pendanaan bank/ manajemen perbankan 








2. Manfaat secara Praktis 
a. Bagi Perusahaan 
Memberikan sumbangan pikiran dan selanjutnya dapat digunakan 
sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian 
dan pengelolaan kredit yang tepat. 
b. Bagi penulis 
Sebagai sarana menambah pengetahuan dan sarana penerapan ilmu 
yang diterima secara teoritis dalam perkuliahan ke dalam dunia nyata 
serta bahan pertimbangan untuk peneliti lainnya. 
c. Bagi peneliti selanjutnya 
Sebagai sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan dalam 
penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih komplek. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Desain Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 
adalah desain kasus dimana permasalahan utama penelitian dikaji dengan 
membuat deskriptif/ analisa yang terbatas pada kasus tertentu untuk 
menjawab permasalahan tersebut. Metode deskriptif merupakan metode 
yang memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang. 
Pada masalah-masalah yang aktual dan data yang dikumpulkan mula-mula 
disusun, dijelaskan dan di analisis oleh karena itu metode deskriptif sering 
pula disebut metode analitik. 
8 
 
Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, 
pengumpulan data  kemudian disusun, dijelaskan dan di analisis terhadap 
permasalahan yang terjadi di PD. BPR Djoko Tingkir. Penelitian ini 
menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit kepada nasabah lalu 
kemudian pengelolaan kredit setelah dicairkan kepada nasabah  PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sehingga pemecahan masalah terpusat 
pada prosedur pemberian  dan  pengelolaan kredit. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian merupakan objek yang menjadi sasaran penelitian. 
Tugas Akhir ini mengambil objek pada PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen, dan objek penelitian yang menjadi pokok pembicaraan 
penelitian, adalah: 
a. Prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen. 
b. Prosedur pencairan kredit pada PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen. 








3. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data yang dikumpulkan oleh suatu badan dan diterbitkan oleh badan 
itu pula. Badan lain dapat memperolehnya bila memerlukannya 
(Djarwanto, 1993 : 9). 
b. Data sekunder 
Data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan ini tidak 
langsung mengumpulkan sendiri melainkan diperoleh dari pihak lain 
yang telah mengumpulkan terlebih dahulu dan menerbitkannya. 
(Djarwanto, 1993 : 9). 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat/ observasi 
secara langsung dan meneliti di PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen. 
b. Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang diperkirakan 
mampu memberikan data yang diperlukan.  
c. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen mengenai 
data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dalam hal ini data 
yang akan diperoleh secara dokumentasi yang ada di perusahaan 
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yang menjadi objek penelitian adalah data mengenai prosedur 
pemberian dan pengelolaan kredit yang digunakan di PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 
d. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 
buku-buku, literatur-literatur dan sumber-sumber yang relevan dan 
dapat membantu penulisan tugas akhir ini. 
5. Teknik Pembahasan/ analisis 
Teknik pembahasan yang digunakan adalah analisis deskriptif  kualitatif. 
Analisis  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk  mendapatkan  informasi  
tentang berbagai  kondisi  lapang  yang  bersifat tanggapan dan  pandangan  
terhadap pelaksanaan program perkuatan serta kondisi lingkungan sosial 















A. Pengertian Perbankan dan Bank 
1. Pengertian Perbankan 
Menurut UU No 10 tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 
mengatakan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Sejalan dengan perkembangan 
perekonomian nasional maupun internasional yang selalu bergerak cepat 
dan adanya tantangan-tantangan yang semakin luas, harus diikuti secara 
tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya kepada masyarakat sesuai dengan azas demokrasi ekonomi 
dengan fungsi utama sebagai penghidupan dan penyalur dana masyarakat 
dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 
2. Pengertian Bank 
Menurut UU No.7 Tahun 1992 menjelaskan Bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka peningkatan taraf 
hidup rakyat banyak. Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana 
dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk 
berbagai tujuan. Secara spesifik fungsi bank dibedakan menjadi 3, yaitu 
(Totok dan Sigit, 2006 : 9) : 
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4. Agent of trust ; dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan 
(trust),   baik dalam hal penghimpunan  dana maupun penyaluran 
dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila 
dilandasi adanya unsur kepercayaan. 
5. Agent of development ; kegiatan bank berupa penghimpunan dana 
dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan 
perekonomian di sektor riil. Kegiatan tersebut memungkinkan 
masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta 
kegiatan konsumsi barang dan jasa.  
6. Agent of services ; disamping melakukan kegiatan penghimpunan 
dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa 
perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat 
berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian 
jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 
Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 
Pasal 5 membagi bank atas 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang dapat 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut ini fungsi-fungsi 
pokok bank umum (Subagyo dkk, 1997 : 69) : 
a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien 
dalam kegiatan ekonomi. 
b. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. 
c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 
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d. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau wali amanat 
kepada individu dan perusahaan. 
e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. 
f. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. 
g. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek 
perjalanan, ATM, transfer dana dan sebagainya.  
Sedangkan BPR menurut UU No.7 Tahun 1992 adalah bank yang 
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan 
dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha BPR 
meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan 
untuk mendapatkan keuntungan. Adapun usaha-usaha BPR adalah: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana berupa 
deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 
b. Memberikan kredit. 
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prisip  bagi hasil  
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank 
lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan bank Indonesia kepada 
BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.  
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Adapun beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum 
tetapi tidak boleh dilakukan BPR adalah : 
a. Menerima simpanan berupa giro. 
b. Melakukan kegiatan dalam usaha valuta asing. 
c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan 
concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke 
bawah. 
d. Melakukan usaha perasuransian. 
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang 
dimaksud dalam usaha BPR. 
 
B. Pengertian Kredit 
Istilah kredit berasal dari bahasa yunani (credere) yang berarti 
kepercayaan (truth dan faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah 
kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) 
percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup 
memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. 
Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 
Perbankan  yang dimaksud dengan kredit adalah 
Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank pihak lain dalam hal 
mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang-utang setelah jangka 
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waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan (Suyatno dkk, 1997 
: 13). 
1. Jenis-jenis Kredit 
Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat 
dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut  : 
a. Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya 
Kredit ini terdiri atas : 
1)   Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. 
2)   Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 
memperlancar jalannya proses produksi. 
3)   Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk membeli barang-barang yang dijual lagi. 
b. Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya 
Berdasarkan undang-undang Nomor 14/1967 tentang pokok-
pokok perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya 
terdiri atas : 
1)   Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu 
maksimum 1 tahun. Di lihat dari segi perusahaan kredit jangka 
pendek tersebut dapat berbentuk : 
a) Kredit Rekening Koran, yaitu kredit yang diberikan oleh 
bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, 
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perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan 
sebagian demi sebagian  sesuai dengan kebutuhannya. 
b) Kredit Penjualan, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual 
kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya 
lebih dahulu baru kemudian menerima pembayaran dari 
pembeli. 
c) Kredit Pembeli, yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada 
penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu baru 
kemudian menerima barang-barang yang dibelinya. 
d) Kredit Wesel, yaitu kredit yang terjadi apabila suatu 
perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang 
berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan 
setelah di tandatangani surat wesel dapat di jual atau di 
uangkan kepada bank. 
e) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
untuk membiayai current operation suatu perusahaan.  
2)   Kredit Jangka Menengah, yakni kredit yang berjangka waktu 1 
sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman .  
3)   Kredit Jangka Panjang, yakni kredit yang berjangka waktu lebih 
dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini umumnya adalah kredit 
investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam 
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rangka untuk melakukan rehabilitasi, perluasan, dan pendirian 
proyek tertentu. 
c. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya 
1) Kredit Tanpa Jaminan  
Adapun yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah 
keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 
2) Kredit dengan Agunan  
Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana 
diatur dalam  SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR bertanggal 28 
februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit pasal 1 c dan pasal 
3 SK secara rinci antara lain : 
a) Agunan barang, baik barang tetap maupun tidak tetap 
(bergerak). 
b) Agunan Pribadi, yaitu perjanjian dimana satu pihak 
menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin 
pembayarannya suatu utang apabila si terutang tidak menepati 
kewajibannya. 
c) Agunan efek-efek saham, obligasi dan sertifikat yang di daftar 
di bursa efek-efek. 
d. Kredit Dilihat dari Sudut Penggunaannya 




1)   Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek 
yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk 
membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat 
berjalan dengan lancar. 
2)   Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka 
panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk 
melakukan investasi atau penanaman modal. 
2. Fungsi Kredit 
Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian perdagangan 
antara lain sebagai berikut : 
a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. 
b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 
d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 
e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 
f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 
g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 
3. Tujuan Kredit 
Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma 
dalam bentuk bunga yang diterima. Karena pancasila adalah sebagai dasar 
dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit itu tidak  semata-mata mencari 
keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk 
mencapai msyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dengan 
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demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya 
bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agen 
development adalah untuk  
a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan. 
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjelaskan 
fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat/ 
memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan 
dapat memperluas usahanya. 
4. Manfaat Perkreditan  
1. Manfaat Perkreditan menurut Muljono (1993 : 58), ditinjau dari Sudut 
Kepentingan Debitur  
a. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul 
fleksible.  
b. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang 
menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit).  
c. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expanse) dapat 
diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam 
menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang.  
d. Terdapat berbagi jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal 
(dana) hingga dapt dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan 
modal perusahaan yang bersangkutan.  
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e. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus akan 
memperoleh berbagai manfaat yang lain yaitu :  
1) Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, 
pembukuan L/C impor, bank garansi dan lain-lain.  
2) Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, 
manajemen, keuangan, teknis, yuridis, (dengan gratis) pula kepada 
debiturnya.  
f. Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindung karena adanya 
ketentuan mengenai Rahasia Bank dalam Undang-Undang Pokok 
Perbankan.  
g. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas 
dan mengembankan usahanya dengan lebih leluasa.  
h. Lembaga perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempunyai 
ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil 
kemungkinan-kemungkinan suatu risiko sengketa dikemudian hari 
antara nasabah dengan bank sebagai penyedia dana.  
i. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi 
perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan rencana pelunasan yang sesuai dengan kapasitas 
perusahaan yang bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat 





2. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan perbankan  
a. Untuk menjaga solvabilitas usahanya.  
b. Untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.  
c. Dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk 
mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri 
yang lain secara mendetail.  
3. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah  
a. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan 
ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor 
ekonomi tertentu.  
b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.  
c. Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/ kegiatan.  
d. Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat.  
e. Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara.  
f. Penciptaan pasar.  
4. Manfaat perkreditan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas  
a. Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan 
diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka 
lapangan usaha kerja baru, sehingga akan menimbulkan tingkat 
pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat.  
b. Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan 
publik, notaris, assets appraisal dan lain-lain akan banyak menikmati 
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manfaat dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, 
karena mereka itu pula terlibat di dalamnya.  
c. Para pemilik dana yang disimpan di bank berharap agar dana yang 
dimilikinya dapat diterima kembali secara utuh beserta bunganya.  
d. Dari masyarakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk 
memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara/ prosedur yang 
mudah cepat serta dengan biaya yang relatif murah. 
e. Bagi para pengelola pasar modal maka kebikjasanaan perkreditan 
terutama kebijaksanaan tentang suku bunga kredit akan sangat 
bermanfaat dalam penyusunan perencanaan kegiatannya karena 
merupakan produk (=jasa) substitusi satu sama lainnya.  
f. Bagi para supplier bahan-bahan baku/ barang jadi untuk para relasi 
usahanya akan merasa lebih terjamin pembayarannya.  
g. Dengan semakin banyaknya proyek dan perusahaan yang dibuka 
karena memperoleh fasilitas kredit sudah tentu akan menyerap banyak 
tenaga kerja baru.  
h. Dengan dibukanya atau didirikannya perusahaan baru akan 
menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain yang mempunyai kaitan 
erat dengan perusahaan tersebut antra lain para supplier, para 
distributor, rumah penginapan untuk para pekerja, warung-warung 





5. Unsur-unsur kredit 
Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 
kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan 
pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan 
memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit 
akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka 
waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa 
keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan 
masyarakat yang diterimanya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat 
dalam kredit adalah ( Suyatno dkk, 1997 :14) : 
a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 
yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan 
benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di 
masa yang akan datang. 
b. Waktu, yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian 
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang 
akan datang. 
c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai 
akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. 
d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk 
uang, tetapi juga dapat bentuk barang, atau jasa. 
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6. Prinsip-prinsip Perkreditan 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah 
dikenal adanya prinsip 5C atau juga dengan menyebutkan  sebagai prinsip 
6 C, diantaranya  :  
a. Character  
Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, 
jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari 
pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun 
sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai 
rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai 
manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian soal 
character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat 
kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. 
b. Capacity  
Yang dimaksud capacity sini yaitu suatu suatu penilaian kepada 
calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-
kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan di 






c. Capital  
Yaitu jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 
Semakin kaya seseorang maka ia semakin dipercaya untuk 
memperbaiki kredit. 
d. Collateral  
Yang dimaksud dengan collateral ini yaitu barang-barang jaminan 
yang diserahkan oleh peminjam/ debitur sebagai jaminan atas kredit 
yang diterima. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan 
apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-
sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari 
usahanya yang normal. 
e. Condition of Economy 
Yang dimaksud dengan Condition of Economy yaitu situasi dan 
kondisi politik, social, ekonomi, budaya lain-lain yang 
mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun 
untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat 
mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh 
kredit. 
f. Constraint  
Yang dimaksud dengan Constraint di sini yaitu suatu batasan-
batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan 




7. Jaminan kredit 
Secara umum jaminan kredit di artikan sebagai penyerahan kekayaan 
atau penyertaan kesanggupan seseoran untuk menanggungpembayaran 
kembali suatu utang. 
Berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian 
kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit itu sendiri  dapat berupa 
benda atau perorangan : 
a. Jaminan Berupa Benda 
Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian 
dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan atau 
pembayaran kewajiban seorang debitur. 
1) Bentuk jaminan benda yang tidak bergerak 
a) Hipotek,  yaitu suatu hak kebendaaan atas benda-benda tidak 
bergerak untuk mengambil daripadanya bagi pelunasan suatu 
perikatan. 
b) Gadai, yaitu hak kreditur atas suatu barang bergerak yang 
diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas 
namanya untuk mengambil pelunasan suatu utang.  
2) Bentuk barang bergerak dapat juga berupa fiducia    
Fiducia adalah penyerahan hak milik berdasarkan 





Barang yang dapat dijaminkan secara fiducia antara lain : 
a) Mulai dari bahan baku yang diolah, barang setengah jadi 
sampai dengan hasil produksi  
b) Alat-alat inventaris 
c) Kendaraan bermotor 
b. Jaminan Perorangan 
Pasal  jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang 
menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung 
pembayaran suatu utang bila bila ia berutang tidak menepati 
kewajibannya. Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan 
debitur. 
c. Credietverband 
Di lihat dari segi objek pengikatannya, Credietverband adalah 
semacam hipotek yang berlaku atas adat apabila dijadikan jaminan. 
Menurut ketentuan pasal 3 stbl tahun 1908 Nomor 542, yang 
dapat dibebani credietverband adalah : 
1)  Hak pakai individual secara turun temurun atas tanah domein 
negara. 
2)  Hak pakai dari penduduk di atas tanah-tanah. 
3)   Bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang ada atau yang 
masih akan di bangun/ ditanam di atas tanah yang dipunyai 




d. Perbedaan Credietverband dan Hipotek   
Pada credietverband berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
1) Dilarang memindah tangankan barang yang telah dibebani 
credietverband kepada orang lain. 
2) Pada credietverband hanya terjadi pembebanan satu kali dan tidak 
dapat untuk kedua serta ketiga kalinya. Sedang pada hipotek dapat 
terjadi beberapa kali. 
3) Berdasarkan aturan lama, akta credietverband dibuat oleh kepala 
distrik yang juga berkewajiban mendaftar/ menyimpan akta 
tersebut. 
8. Pengelolaan Kredit 
Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan 
berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank 
diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan yang dipergunakan 
sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. 
Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan kreditnya 
bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat secara 
konsisten. Agar dalam pemberian  sampai dengan pelunasan kredit dapat 
berjalan konsisten maka pihak bank melakukan pengelolaan kredit 
diantaranya (Mudrajad dan suhardjono, 2002 : 245) : 
a. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perkreditan  
Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu 
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian . Prinsip 
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kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan pokok 
perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, 
profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. 
b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan  
Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan 
unsur pengendalian intern mulai dari tahap awal proses kegiatan 
perkreditan, bank dituntut memiliki komite kebijaksanaan 
perkreditan (KKP) dan komite kredit yang semuanya disebut sebagai 
perangkat organisasi perkreditan bank. Penetapan organisasi 
demikian dimaksudkan agar masing-masing pejabat kredit, baik 
sebagai individual maupun dalam suatu komite, mempunyai tugas 
dan tanggung jawab yang jelas, sehingga akan lebih mudah meminta 
pertanggung jawaban bila terjadi penyimpangan atau timbul masalah  
dalam perkreditan. 
c. Kebijaksanaan Persetujuan Pemberian Kredit 
Proses pemberian kredit terdiri dari  3 tahap, yaitu tahap 
kegiatan prakarsa dan analisis kredit, tahap rekomendasi kredit dan 
tahap putusan kredit. Oleh karena itu pejabat dalam perkreditan juga 
dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu pejabat pemrakarsa/ penganalisis 






d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit 
1) Dokumentasi kredit 
Dokumentasi kredit adalah seluruh dokumen yang 
diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan 
bukti perjanjian/ ikatan hukum antara bank dengan nasabah 
kredit dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-
dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum 
atau mempunyai akibat hukum. 
Selanjutnya untuk kepentingan bank, dokumen tersebut di 
buat dalam dua berkas, yaitu berkas yang digunakan sebagai 
bukti asset kredit dan sebagian besar merupakan dokumen asli 
dari nasabah maupun perjanjian kredit, dan berkas yang 
digunakan sebagai alat untuk pembinaan nasabah dan 
kelancaran dalam pelayanan kredit yang sebagian besar 
merupakan fotocopy. Kedua berkas dokumen tersebut dipelihara 
kerjakan oleh bagian yang berbeda.   
2) Administrasi Kredit 
Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah-
langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan kredit 
yang telah diberikan atau pengembangan usaha nasabah dan 
pengawasan kredit, sehingga bank terlindungi. Setiap tahapan 
dalam proses pemberian kredit harus di administrasikan secara 
tertib, mulai dari tahap permohonan, tahap prakarsa dan analisis 
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kredit, tahap rekomendasi kredit, tahap putusan kredit, tahap 
pencairan kredit, tahap pembinaan kredit, tahap angsuran sampai 
pelunasan kredit, tahap penyelamatan kredit bermasalah sampai 
tahap penghapus bukuan kredit macet harus di administrasikan 
secara tertib dalam registernya masing-masing.  
e. Pengawasan Kredit 
Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan 
unsur pengendalian intern dalam kegiatan perkreditan, bank dituntut 
melakukan pengawasan dan pembinaan atas tahap-tahap proses 
pemberian kredit yang dilakukannya. 
1) Pengawasan Kredit 
Pengawasan Kredit adalah kegiatan pengawasan/ 
monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit, 
pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta 
fasilitas kreditnya.    
Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan 
pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai aset/ 
kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak 
timbul resiko-resiko kredit yang di akibatkan penyimpangan 
baik oleh debitur maupun oleh intern bank. Selanjutnya 
pengawasan kredit dilakukan dengan cara menerapkan prinsip 
pengawasan berganda dan pengawasan melekat pada setiap 
proses pemberian kredit yang mengandung kerawanan terhadap 
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penyalah gunaan dan atau pejabat yang dapat menimbulkan 
kerugian keuangan terhadap bank.  
2) Pembinaan Kredit 
Pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang 
berkesinambungan dan dilakukan pejabat kredit yang 
berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian 
perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun 
perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara 
administratif maupun dilapangan. 
Tujuan dilakukan pembinaan kredit adalah untuk menjaga 
agar pelaksanaan  pencairan kredit sesuai dengan persyaratan 
yang ditetapkan, penggunaan kredit sesuai dengan rencana atau 
tujuan kredit, surplus dari cashflow nasabah benar-benar 
dipergunakan untuk membayar kembali kreditnya, dan untuk 
mengikuti perkembangan usaha nasabah dan membantu 
memecahkan masalahnya serta untuk mengamankan agunan 











A. Gambaran Umum 
1. Sejarah PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
Dalam sejarah berdirinya PD. BPR Djoko Tingkir  merupakan 
peralihan badan kredit pasar Kabupaten Sragen. Semua asset badan kredit 
pasar Kabupaten Sragen termasuk pegawai merupakan modal awal dari 
BPR, berdirinya BPR setelah Paket Oktober 1988. PD. BPR Djoko Tingkir 
berdiri dan mulai operasional pada tanggal 30 Desember 1993 dengan 
dasar: 
a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-22/KM.17/1993 
tentang pemberian ijin usaha PD. BPR Djoko Tingkir. 
b. Peraturan Daerah kabupaten Dati II Sragen Nomor : 7 tahun 1992 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Kabupaten Dati II Sragen, telah diadakan perubahan dengan Peraturan 
Daerah No:14 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir. 
Dengan modal awal Rp 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta 
rupiah) dan 3 (tiga) orang pegawai dan merupakan Badan Usaha Milik 
Daerah yang kepemilikannya 100% milik Pemda Sragen. Dalam 
perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan usaha, 
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namun laju perkembangannya belum begitu pesat dan dapat dikatakan 
belum memberikan kontribusi maksimal baik untuk masyarakat maupun 
bagi Pemda Sragen. 
Maksud didirikannya BPR tersebut tentulah mempunyai arti penting 
bagi Kabupaten Sragen, dimana hal ini terlibat dalam tujuan yang telah 
ditetapkan secara umum beserta lapangan usaha yang dijalankan, seperti: 
a. Memberantas lintah darat atau pelepas uang yang berada 
Kabupaten Sragen  
b. Membantu golongan ekonomni lemah khususnya pengusaha kecil 
c. Memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang 
perdagangan dan perusahaan lainnya yang lemah ekonominya di 
wilayah Kabupaten Sragen  
d. Menambah pendapatan asli daerah 
Untuk melaksanakan hal tersebut PD. BPR Djoko Tingkir memberi 
pinjaman kepada pedagang yang sangat memerlukan, berdasarkan 
kemampuan modal BPR dengan syarat, menghimpun dana dalam bentuk 
deposito dan tabungan, usaha lainnya dengan syarat yang ditentukan 





2. Struktur Organisasi PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
Struktur Organisasi memegang peranan yang penting untuk 
menentukan garis wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing 

















Gambar 3.1  



































Struktur organisasi di atas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati 
Nomor 061/374/04/Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja 
PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. Untuk lebih memperjelas 
Struktur Organisasi akan di uraikan tugas masing-masing bagian sebagai 
berikut: 
a. Badan Pengawas ; mempunyai tugas melakukan pengawasan 
terhadap direktur. 
b. Direktur ; mempunyai tugas selaku pimpinan dan penanggung 
jawab jalannya PD. BPR Djoko Tingkir. 
c. Satuan Pengawasan Intern(SPI) ; melakukan pengawasan dan 
pembinaan akuntansi dan pembukuan yang benar, mengamankan 
dan menilai pelaksanaan sistem prosedur yang telah ditetapkan, 
melakukan andil dalam rangka pengamanan harta kekayaaan 
perusahaan, menilai tingkat efektivitas dan efisiensi masing-masing 
tingkat organisasi, mengamankan pelaksanaan tata kerja kepatuhan 
terhadap kepatuhan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
manajemen. 
d. Bagian umum ; memimpin sekretaris bank, mengkoordinir tugas-
tugas dalam dalam bidang tata usaha dan personalia. 
e. Bagian dana ; melaksanakan urusan penerimaan dan pengeluaran 
tabungan dan deposito, dan melaksanakan tugas lain yang 
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berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran tabungan dan 
deposito. 
f. Bagian kredit ; melaksanakan tugas yang berhubungan dengan 
pemberian perkreditan dan mengkoordinir sektor-sektor kredit yang 
berada di dalamnya dan mengikuti perkembangan dari usaha 
nasabah. 
g. Bagian kas ; melaksanakan tugas yang berhubungan  dengan kasir 
dan gaji. 
h. Bagian pembukuan ; melaksanakan tugas yang berhubungan  
dengan anggaran, pembukuan dan laporan. 
3.  Aspek Personalia  
a. Staf Kepegawaian 
Pegawai adalah asset perusahaan yang dapat mengembangkan 
perusahaan ini. Jumlah pegawai yang dimiliki saat ini sebanyak 36 
Orang, yang terdiri dari: 
1) Tenaga Administrasi  : 30 Orang 
2) Tenaga Satpam   : 3 Orang 
3) Sopir    : 2 Orang 
4) Cleaning Service   : 1 Orang 





Tingkat Pendidikan Pegawai dan Direksi 
PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 
PEGAWAI 
1 S3 -   Orang 
2 S2       1   Orang 
3 S1     24   Orang 
4 D3 3 Orang 
5 D2 -    Orang 
6 D1 -    Orang 
7 SMA / SMK 7  Orang 
8 SMP      1    Orang 
9 SD -    Orang 
 JUMLAH 36   Orang 
 Sumber : laporan tahunan PD. BPR. Djoko Tingkir Tahun 2008 
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Untuk meningkatkan sumber daya manusia perusahaan 
merencanakan pembiayaan dari anggaran perusahaan sebesar 5 % dari 
biaya tenaga kerja setiap tahunnya. Pendidikan dan Pelatihan telah 





1) Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Bank Indonesia 
2) Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh PERBARINDO 
dan PERBAMIDA (Persatuan Bank Milik Daerah) 
3) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan lain (LPK) 
4. Aspek Pemasaran  
a. Daerah Pemasaran 
Pelayanan kegiatan operasional PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen dilaksanakan setiap harinya di kantor pusat yang 
ada di jalan raya Sukowati  Nomor 249  Sragen. Selain itu untuk 
mengoptimalisasi kinerjanya, PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen juga membuka pengorganisasian pelayanan yang berada di 
pasar bunder, pasar kota, pasar nglangon dan pasar gabugan/ tanon 
Sragen. Pos pelayanan tersebut juga dimaksudkan untuk lebih 
mendekatkan calon nasabah yang membutuhkan bantuan modal.  
b. Harga  
Dalam kebijakan ini ditentukan besarnya tingkat suku bunga 
oleh bank, sesuai dengan kondisi pasar dan setiap saat dapat berubah 





c. Promosi  
Strategi pemasaran yang telah dijalankan oleh PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen selama ini adalah : 
1) Strategi peningkatan pelayanan 
a) Peningkatan dengan sistem jemput bola. 
b) Meningkatkan pelayanan kepada maupun calon nasabah. 
c) Memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap 
pengajuan kredit. 
d) Memberikan pembayaran air minum, pembayaran listrik, 
pembayaran angsuran pinjaman lewat kelompok maupun 
perorangan. 
2) Gerakan promosi 
a)  Melakukan promosi baik dana maupun jasa melalui 
kalender, pemberian tas dan payung yang berlogo PD. 
BPR Djoko Tingkir.  
b)   Promosi dengan memanfaatkan moment-moment tertentu 
seperti HUT Negara dan Daerah. 
c)   Menyelenggarakan undian berhadiah setiap tahun sekali. 
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d)   Menyelenggarakan kegiatan sosial sumbangan-sumbangan 
dan lain-lain. 
e)   Menjelaskan produk bank kepada nasabah sehingga 
mengetahui jenis produk yang dipromosikan bank 
tersebut.  
5. Aspek Produksi 
1.  Produk Simpanan  
Simpanan yang dimiliki oleh PD. BPR Djoko Tingkir ada 2 
jenis yaitu Tabungan dan Deposito, Tabungan itu sendiri terdapat 2 
jenis yaitu Tabungan umum dan Tabungan Wajib. Sedangkan untuk 
Deposito jenis-jenisnya berdasarkan jangka waktunya dengan tingkat 
bunga yang berbeda-beda. 
2.  Produk Pinjaman atau Kredit 
Kredit yang diberikan PD. BPR Djoko Tingkir kepada 
masyarakat terdapat 2 jenis, yaitu Kredit Umum dan Kredit Pegawai. 
Besarnya bunga untuk kredit umum yaitu sebesar 18% - 19% dan 
untuk kredit pegawai 15% - 16%. Bunga ini ditentukan oleh melihat 
persaingan bank lain dan kondisi perekonomian yang ada. Jenis kredit 





a. Menurut tujuannya 
1) Kredit Produktif 
Pemberian kredit yang digunakan untuk memperlancar 
proses produksi atau kredit penggunaannya untuk 
meningkatkan daya guna sekarang. 
2) Kredit Perdagangan 
Kredit yang diperoleh yang diperuntukkan untuk tujuan 
pembelian barang dagangan yang akan dijual kembali. 
3) Kredit Konsumtif 
Kredit yang diperoleh penggunannya untuk tujuan 
pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif. 
b. Menurut Jangka Waktu 
1) Kredit Jangka Pendek 
Yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 
1 tahun. 
2) Kredit Jangka Menengah 





3) Kredit Jangka Panjang 
Yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu di atas 3 
tahun dan maksimal 5 tahun. 
c. Menurut Penggunaanya 
1) Kredit Modal Kerja 
Pada umumnya kredit modal kerja dengan jangka waktu 
pendek dan digunakan untuk menambah modal kerja 
perusahaan. 
2) Kredit Investasi 
Pada umumnya kredit investasi berjangka menengah atau 
panjang dipergunakan untuk pembayaran barang-barang 
modal.  
 
B. Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Kredit  
Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Kredit Pada PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 
1. Sistem Pemberian Kredit 
Sistem pemberian kredit di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen meliputi beberapa hal, antara lain : 
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a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon kredit dalam mengajukan 
kredit : 
1) Calon nasabah menandatangani formulir kredit dan perjanjian 
yang disediakan PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 
2) Permohonan kredit menyerahkan fotocopy KTP/ identitas lain 
rangkap 2 lembar. 
3) Menyerahkan surat bukti barang jaminan serta copyannya 
rangkap 2 lembar. 
4) Pemohon kredit harus memiliki rekening tabungan dengan saldo 
terendah minimal 2% dari plafond kredit yang akan diterima. 
5) Pemohon kredit mampu untuk membayar kembali dan melunasi 
pinjaman. 
6) Pemohon kredit bersedia mematuhi segala syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang terlampir dalam formulir pengajuan 
kredit. 
Untuk dokumen/ persyaratan yang harus dilampirkan bersama 
formulir pengajuan kredit dibedakan berdasarkan jenis kreditnya. 
1) Kredit Umum :  
Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 
a) Fotocopy KTP suami istri. 
b) Fotocopy Kartu Keluarga. 
c) Fotocopy Buku Nikah 
d) Rekening PDAM dan Rekening Listrik 
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e) Sertifikat Hak Asasi tanah. BPKB, Ijin Kios/ Dasaran tetap, 
surat – surat berharga lainnya. 
2) Kredit Karyawan :  
Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 
a) Pinjaman sampai dengan Rp 10.000.000,00 dengan syarat 
tertentu : 
(1) Surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasikan 
kepala dinas/instansi/bagian dari masing-masing unit 
kerja. 
(2) Fotocopy Surat Keputusan pegawai terakhir. 
(3) Fotocopy kartu pegawai. 
(4) Fotocopy TASPEN. 
(5) Fotocopy KTP suami dan istri. 
b) Pinjaman > Rp 10.000.000,00 adapun tambahan persyaratan 
kredit antara lain: 
(1)  Surat Keputusan pegawai terakhir yang asli. 
(2) Kartu pegawai asli. 
(3) TASPEN asli. 
c) Apabila tidak di penuhi pada point a dan b dapat diganti 
atau ditambah dengan agunan lainnya. 
3) Kredit Pensiunan : 
a) Surat kuasa potong gaji yang dapat direkomendasikan dari 
kepala kantor pembayar pensiun. 
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b) Surat keputusan pensiun asli. 
c) Fotocopy karip. 
d) Fotocopy KTP. 
b. Fungsi yang terkait 
Fungsi yang terkait dalam pemberian kredit di PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 
1) Seksi pelayanan kredit   
Seksi pelayanan kredit  mempunyai tugas sebagai berikut : 
a) Menerima pengajuan kredit beserta seluruh dokumen yang 
menjadi syarat pengajuan kredit. 
b) Menyiapkan formulir permohonan pinjaman untuk diisi oleh 
calon nasabah dan di otorisasi oleh kabag kredit dan direktur 
bank. 
2)  Seksi lapangan 
Seksi lapangan mempunyai tugas sebagai berikut : 
a) Melakukan survey lapangan dengan pengajuan kredit calon 
nasabah. 







3) Kabag Kredit 
Kabag kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
a) Mengevaluasi semua dokumen pengajuan kredit yang 
diserahkan oleh seksi pelayanan kredit. 
b) Mengotorisasi dokumen-dokumen yang digunakan dalam 
pemberian kredit yang menunjukkan bahwa bagian kredit 
menyetujui pengajuan kredit tersebut. 
c) Membuat SPK dan SKM yang harus diotorisasi oleh direktur 
dan calon nasabah. 
d) Bertanggung jawab atas administrasi dan laporan kredit. 
4) Direktur 
Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 
a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran kredit yang 
diberikan pada masyarakat. 
b) Bertugas mengawasi, mengevaluasi, mengotorisasi dokumen-
dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit. 
5) Bagian Pembukuan 
Bagian pembukuan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : 
a) Membuat kartu pinjaman dan kartu angsuran pinjaman. 





6) Bagian Kas/ Kasir 
Bagian kas/ kasir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
a) Menerima dan meneliti sesuai kredit yang telah di torisasi. 
b) Memberikan uang pinjaman sesuai dengan jumah yang 
tertera pada bukti pengeluaran kredit. 
c) Mencatat data sehubungan dengan pengeluaran kredit pada 
buku rekapitulasi pengeluaran kas. 
d) Mencatat data berdasarkan dokumen-dokumen ke komputer. 
e) Bertanggung jawab terhadap keamanan kas dan memastikan 
bahwa yang diberikan benar-benar telah diterima oleh 
nasabah yang mengajukan kredit. 
2. Dokumen yang digunakan  
Dokumen yang digunakan untuk pemberian kredit pada PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen antara lain sebagai berikut : 
a. Dokumen Syarat 
Dokumen ini mencakup surat pengantar dari kepala desa , fotocopy 
KTP yang masih berlaku, fotocopy KK, fotocopy surat kepemilikan 
sah jaminan, dan syarat-syarat lain yang dibutuhkan dalam 
permohonan jaminan 
b. Formulir Permohonan Kredit (FPK) 
Formulir ini disediakan oleh bank untuk diisi calon nasabah. Formulir 
ini berisi tentang identitas calon debitur secara lengkap, jumlah 
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pinjaman, keterangan usaha, dan jenis agunan yang dijaminkan untuk 
memperoleh pinjaman kredit dan dilampirkan dokumen syarat. 
c. Surat Pernyataan Kepemilikan Barang Jaminan (SPKBJ) 
Berisi pengakuan/ pernyataan calon nasabah dan kerelaan melepas hak 
yang dijaminkan untuk menjual. 
d. Surat Perjanjian Kredit (SPK) 
Surat ini dibuat oleh bagian kredit yang dimintakan pengesahan dari 
nasabah dan direktur  yang berisi tentang hal-hal yang mengikat 
nasabah untuk melunasi kewajiban pada jangka waktu yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak.   
e. Surat Kuasa Menjual (SKM) 
Surat ini berisi tentang kekuasaan yang diberikan oleh nasabah kepada 
bank untuk menjual agunan yang dijaminkan apabila nasabah tidak 
mampu memenuhi kewajiban. Apabila penjualan yang diperoleh 
melebihi jumlah kreditnya maka kelebihannya akan dikembalikan ke 
pemiliknya.  
f. Kartu Pinjaman (KP) 
Kartu ini digunakan untuk memantau kolektibilitas debitur dalam 
membayar angsurannya. 
g. Kartu Angsuran Pinjaman (KAP) 
Kartu ini digunakan untuk mencatat jumlah angsuran yang dibayar 




h. Bukti Pengeluaran Umum (BPU) 
Surat ini dibuat oleh kasir untuk mencatat sejumlah pembayaran. 
i. Kwitansi penerimaan pinjaman (KPP) 
Surat ini digunakan sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima 
sejumlah uang dari bank.  
3. Prosedur pemberian sampai pencairan kredit : 
Prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit kepada nasabah 
di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 
a. Prosedur permohonan kredit : 
1) Prosedur permohonan kredit dimulai dengan datangnya calon 
nasabah ke PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen yang 
diterima oleh seksi pelayanan kredit. 
2) Seksi pelayanan kredit menerima permohonan kredit dari calon 
nasabah. 
3) Calon nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman. 
4) Seksi pelayanan kredit menerima formulir permohonan kredit 
yang telah diisi calon nasabah dan dokumen syarat. 
b. Prosedur uji kelayakan kredit 
1) Formulir permohonan kredit dan dokumen syarat diserahkan 
kepada bagian kredit (seksi lapangan). 
2) Seksi lapangan melakukan survey lapangan mencocokkan 




3) Seksi lapangan mengisi formulir evaluasi pemerikasaan kredit 
sesuai dengan survey yang dilakukan dan menyerahkan 
dokumen kepada kabag kredit. 
4) Kabag kredit mengecek dan mengevaluasi dokumen-dokumen 
kemudian mengotorisasi  formulir permohonan kredit sebagai 
persetujuan awal. 
c. Prosedur Persetujuan Kredit  
1) Dokumen yang telah disetujui oleh kabag kredit diserahkan 
kepada direktur untuk diotorisasi. 
2) Dokumen yang telah diotorisasi oleh direktur diserahkan kepada 
bagian kredit untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit dan Surat 
Kuasa Usaha. 
3) Bagian kredit meminta otorisasi SPK ke direktur 
4) Berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima, bagian kredit 
mencatat data nasabah, besar kredit yang disetujui dan jaminan 
yang diberikan dalam buku registrasi. 
d. Prosedur pencairan kredit 
1) Dokumen-dokumen yang telah diotorisasi dan dicatat dalam 
buku registrasi diserahkan kepada bagian pembukuan untuk 
dibuatkan Kartu Pinjaman dan Kartu Agsuran Pinjaman. 
2) Berdasarkan semua dokumen yang masuk ke bagian 
pembukuan, kasir membuat bukti pengeluaran umum. 
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3) Semua dokumen dikembalikan ke bagian pembukuan sebagai 
arsip. 
4) Uang diserahkan kepada nasabah beserta bukti penerimaan 
umum, kwitansi penerimaan pinjaman dan kartu pinjaman. 
5) Kasir mencatat data sehubungan dengan pengeluaran kredit pada 
buku rekapitulasi pengeluaran kas.  
4. Menganalisa pemberian kredit kepada calon nasabah 
Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu 
saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil 
risiko dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa 
hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah 
untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut 
terdiri dari : 
a. Character (kepribadian) 
Watak dan sifat calon debitur berpengaruh pada pemberian 
kredit. pihak bank dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke 
dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur 
juga dapat meneliti biodatanya dan sistim informasi debitur dari 
Informasi Bank Sentral. Dalam menganalisis character calon 
debitur, PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen mengambil 
informasi dari waraga setempat, apakah calon debitur orang yang 
dapat dipercaya serta mempunyai etikat kemasyarakatan yang baik 
atau tidak terhadap warga desa. 
53 
 
b. Capacity (kapasitas) 
Pihak bank menganalisis kemampuan seorang debitur untuk 
mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat 
meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, 
pemasaran, dan lain-lain. Dalam menganalisis capacity calon 
debitur, PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen melihat 
pengelolaan usaha yang dilakukan debitur, hal ini bisa dilihat sudah 
berapa lama debitur mengelola usaha dan apakah usaha debitur itu 
menguasai pasar. Dalam hal ini pihak bank juga menganalisis 
mengenai manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan 
manajermen keuangan dengan menggunakan indicator-indikator 
yang relevan.  
c. Capital (modal) 
Pihak bank menganalisis banyaknya modal yang dimiliki calon  
debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, calon debitur akan 
dinilai semakin serius dalam menjalankan usahanya sehingga 
kesempatan calon debitur memperoleh kredit semakin besar. 
Semakin kaya seseorang maka ia semakin dipercaya untuk 
memperbaiki kredit. Dalam menganalisis capital calon debitur, PD. 
BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen melihat aspek apakah sumber 
modal yang dipakai dalam pelunasan kredit ini adalah modal sendiri 
atau tidak. Apabila modal itu milik sendiri maka akan lebih diyakini 
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kemampuan calon debitur untuk mengembalikan/ membayar ansuran 
kredit sesuai dengan kesepakatan. 
d. Collateral (jaminan) 
Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur 
tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan 
lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Jaminan tersebut dapat berupa 
tanah, kendaraan, rumah, dll. Manfaat collateral yaitu sebagai alat 
pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut 
gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi 
kreditnya. Dalam menganalisis collateral calon debitur, PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen melihat aspek agunan yang dipakai 
itu milik calon debitur sendiri atau milik orang lain. Dalam hal ini 
pihak bank harus mengetahui harga dari barang yang digunakan 
sebagai agunan. Dalam memperkirakan nilai agunan pihak 
mengambil harga pasaran tersebut dari harga di daerah sekitar dan 
informasi harga diperoleh dari berbagai sumber yang berkompeten, 
misalnya BPN atau perusahaan properti untuk harga tanah dan 
bangunan. Untuk sepeda motor yang dapat digunakan sebagai 
agunan adalah sepeda motor yang bernomor polisi di daerah 
Surakarta (AD). Pemberian plafound kredit maksimal 50-60 % dari 





e. Condition of Economy (keadaan perekonomian) 
Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur 
harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang 
akan terjadi di masa datang atau kelangsungan usaha calon debitur di 
masa datang. Pihak bank memperhatikan masalah daya beli 
masyarakat, persaingan, bahan baku, nilai jual, modal yang dimiliki 
dan lain sebagainya. Dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi 
calon debitur tersebut maka pihak bank akan bisa memprediksi 
apakah calon debitur tersebut di kemudian hari bisa lebih baik 
ataupun lebih buruk kegiatan usahanya sehingga akan 
mempengaruhi pembayaran dan kelancaran angsuran kredit. Dalam 
menganalisis condition of economy calon debitur, PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen melihat aspek apakah ada pengaruh 
terhadap ekonomi dan kegiatan usaha. misal kondisi perekonomian 
tersebut berpengaruh terhadap ekonomi global tetapi tidak terlalu 
besar dan masih stabil dalam bidang usahanya. 
f. Tingkat Resiko Usaha 
Pihak bank memperhatikan kegiatan usaha calon debitur 
tersebut di masa yang akan datang dapat berjalan lancar ataukah 
mengalami kendala yang membuat kegiatan usaha calon debitur 
tersebut mundur maupun berhenti (bangkrut).  Dalam menganalisis 
tingkat resiko usaha calon debitur, PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen melihat aspek keadaan usaha atau kelangsungan 
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usaha di masa mendatang beresiko ataupun tidak khususnya 
berhubungan dengan resiko pasar usaha debitur. 
5. Pengelolaan angsuran kredit  
Apabila suatu kredit telah disetujui, berarti pihak kreditur dalam hal 
ini PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen telah bersedia melepaskan 
sebagian hartanya untuk dapat dikuasai oleh debitur. Apabila pemberian 
kredit tersebut dapat dilakukan dengan tanpa cacat, maka kemungkinan 
risiko terjadinya kredit bermasalah dapat segera di atasi oleh pihak bank. 
Setelah terjadinya pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada pihak 
debitur  dan telah disertai dengan syarat-syarat atau perjanjian dan barang 
agunan dari pihak debitur, maka tugas bank adalah melakukan penagihan 
kredit sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama pada awal 
proses permohonan kredit. 
Untuk pihak debitur, harus memenuhi kewajibannya untuk 
melakukan pembayaran kredit atau membayar angsuran kredit kepada 
pihak bank sesuai perjanjian sebelumya. 
Dalam pembayaran angsuran kredit pihak bank melakukan beberapa 
tindakan untuk menjaga agar angsuran kredit oleh pihak debitur bisa 
berjalan dengan lancar. Pihak PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
menjalankan program tertentu untuk membangun loyalitas kepada 





a. Pemberian hadiah pada nasabah kredit (debitur) 
Hadiah yang diberikan kepada nasabah ini dilakukan melalui 
pengundian oleh bank. Baik nasabah tabungan ataupun kredit 
mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari pihak 
bank yang dilakukan setiap tahun sekali untuk nasabah yang 
kolektibilitas kreditnya lancar. 
b. Pembebanan Denda  
Bila dalam angsuran kredit terjadi penunggakan pembayaran/ 
angsuran maka pihak bank akan memberi denda sesuai lamanya 
penunggakan pembayaran. Besarnya denda tersebut telah 
ditentukan oleh pihak bank, jumlahnya di pengaruhi oleh besarnya 
plafond dan lama tunggakan. Disini pihak bank mengingatkan 
kepada debitur akan ada pembebanan denda bila terjadi 
penunggakan pembayaran. 
c. Ucapan ulang tahun kepada nasabah  
Pihak bank mengirim ucapan ulang tahun kepada nasabah, 
baik melalui sms ataupun kartu ucapan yang dikirim ke alamat 
nasabah. 
d. Menjenguk nasabah yang sakit 
Setelah memperoleh informasi ada nasabah bank yang sakit 





e. Memberikan bingkisan pada nasabah pada saat hari raya 
Bingkisan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat 
berwujud makanan maupun buah-buahan. Bingkisan ini dikirim ke 
alamat nasabah disertai dengan ucapan hari raya. 
Cara-cara yang dilakukan pihak bank tersebut bisa membuat debitur 
untuk tertib dalam melakukan pembayaran, debitur menghindari adanya 
denda bila  melakukan penunggakan pembayaran angsuran, debitur juga 
menginginkan hadiah-hadiah yang disediakan oleh pihak bank kepada 
nasabah kredit. Selain alasan tersebut bila debitur telat dalam pembayaran 
angsuran karena mereka merasa tidak enak kepada pihak bank yang 
merasa memiliki hubungan  yang dekat, hal ini karena pihak bank 
melakukan pendekatan kekeluargaan dengan memberikan loyalitas kepada 
nasabahnya. 
Apabila dalam pembayaran angsuran kredit tersebut dalam keadaan 
yang kurang lancar atau terjadi penunggakan antara 1 sampai 3 bulan 
maka pihak bank akan melakukan beberapa tindakan agar angsuran kredit 
dari nasabah tersebut dapat lancar kembali. Beberapa tindakan yang akan 
dilakukan oleh pihak bank antara lain : 
a. Pembebanan Denda 
Denda dikenakan pada debitur apabila dalam angsuran kredit 
terjadi penunggakan, jumlah denda di tentukan oleh bank 




b. Pengarahan Kepada Debitur 
Pegawai bank datang ke rumah nasabah untuk memberi 
pengarahan atau solusi agar angsuran kredit tersebut dapat lancar 
kembali, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang 
dirugikan. Pihak bank memberikan pengarahan secara kontinyu 
kepada nasabah sehubungan dengan masalah yang dihadapinya 
agar kewajibannya terhadap bank dapat terpenuhi sampai jatuh 
tempo. 
c. Apabila ada nasabah yang tertimpa musibah sehingga angsuran 
pembayaran angsuran terjadi penunggakan maka pihak bank bisa 
memberikan keringanan yang disetujui oleh direktur utama. 
Debitur membuat surat permohonan keringanan yang ditujukan 
kepada direktur utama. 
Dalam pengelolaan kredit yang dilakukan manajemen bank tentunya 
mempunyai tujuan agar kredit yang telah disalurkan kepada nasabah dapat 
diterima kembali dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam 
hal ini keberhasilan pengelolaan kredit yang dilakukan oleh pihak 
manajemen dapat dilihat dengan tingkat kolektibilitas angsuran debitur. 
Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah NPL yang merupakan 







Tingkat NPL tahun 2005-2009  
PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
 
No Tahun Tingkat NPL 
1 2005 5,85 % 
2 2006 8,09 % 
3 2007 8,51 % 
4 2008 8,20 % 
5 2009 8,30 % 
 
Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan kredit 
yang dilakukan manajemen PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
kurang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan NPL yang 
cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meski ada 
penurunan tingkat NPL yakni pada tahun 2008 tapi tahun 2009 tingkat 
NPL kembali mengalami peningkatan. 
Dengan adanya peningkatan NPL itu maka ini berarti pengelolaan 
yang dilakukan terhadap kredit yang disalurkan kepada debitur perlu 
diperbaiki untuk menekan/ memperkecil jumlah NPL. Menurut ketentuan 
Bank Indonesia Jumlah NPL di atas 5% tergolong  tidak baik, sedangkan 
yang terjadi pada PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tingkat NPL 








Dengan mengucap puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah 
melimpahkan rahmat  dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya Tugas Akhir ini 
dapat terselesaikan dengan baik. Dengan disusunnya Tugas Akhir ini, diharapkan 
hasilnya bermanfaat bagi semuanya, khususnya pihak-pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  
A. KESIMPULAN : 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian tugas akhir 
ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Prosedur pemberian kredit di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen sudah baik karena sesuai dalam keputusan direktur PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/138/BPR/VIII/2008. 
Prosedur pemberian kredit tersebut sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia yang mencakup tahapan  permohonan kredit, uji kelayakan 
kredit, dan persetujuan kredit. 
2. Prosedur pencairan kredit di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
sudah baik karena sesuai dalam keputusan direktur PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/138/BPR/VIII/2008. Prosedur 
pencairan kredit tersebut mencakup penyerahan dokumen yang sudah di 
otorisasi ke bagian pembukuan, pembuatan bukti pengeluaran umum 
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3. oleh kasir, dokumen dikembalikan ke bagian pembukuan, penyerahan 
uang kepada debitur, pengeluaran kredit dicatat pada buku rekapitulasi 
pengeluaran kas oleh kasir. 
4. Pengelolaan angsuran kredit yang dilakukan manajemen PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen kurang baik sehingga perlu 
diperbaiki. Hal ini dibuktikan berdasarkan tingkat NPL yang cenderung 
mengalami peningkatan dari tahun 2005-2009. Dalam melakukan 
pengelolaan kredit pihak manajemen melakukan cara dengan 
memberikan loyalitas kepada debitur, dan pendekatan-pendekatan 
kekeluargaan. Pengelolaan angsuran kredit mencakup pada nasabah 
yang angsurannya tergolong lancar maupun kurang lancar. Untuk 
angsuran lancar pihak bank melakukan tindakan agar pembayaran 
angsuran tersebut dapat lancar terus diantaranya melakukan pemberian 
hadiah kepada debitur, bingkisan di hari raya, dan pendekatan-
pendekatan yan lain yang membangun rasa kekeluargaan. Sedangkan 
untuk debitur yang angsurannya kurang lancar pihak bank melalukan 
penanganan melalui pemberian pengarahan dan solusi kepada debitur, 
dikenakan denda dan cara yang lain yang dapat meringankan debitur 






B. SARAN : 
Berdasarkan kesimpulan penulis ingin memberikan saran-saran 
sehubungan dengan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pemberian dan 
pengelolaan kredit pada PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen : 
1. Prosedur pemberian kredit di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen perlu dipertahankan karena sesuai dalam keputusan direktur PD. 
BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 
581/138/BPR/VIII/2008. 
2. Prosedur pencairan kredit di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen 
sudah baik sehingga perlu dipertahankan karena sesuai dalam keputusan 
direktur PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 
581/138/BPR/VIII/2008. 
3. Pengelolaan angsuran kredit yang dilakukan manajemen PD. BPR 
Djoko Tingkir Kabupaten Sragen kurang baik sehingga perlu diperbaiki 
dengan lebih melakukan pengawasan yang lebih intensif baik terhadap 
proses pengelolaan kredit maupun kepada debitur sehingga 
kolektibilitas angsuran dapat lancar, namun tidak lupa dalam 
pengelolaan kredit tetap mengedapankan pada rasa kekeluargaan 
sehingga menciptakan hubungan baik dengan debitur. 
4. Analisis terhadap calon debitur dan pengelolaan angsuran kredit yang 
dilakukan oleh pegawai bagian kredit perlu diperbaiki dan lebih teliti 




5. Waktu permohonan pengajuan kredit sampai calon debitur mendapat 
informasi bahwa kredit itu disetujui hendaknya dipersingkat. Untuk itu 
kualitas SDM di bagian kredit perlu ditingkatkan agar pelayanan cepat 
dengan analisis yang baik. 
6. Prosedur pencairan kredit hendaknya lebih diperbaiki dengan 
mempersingkat waktu dalam penyerahan uang kepada debitur. 
Hendaknya ditunjuk seorang pegawai yang menangani pencairan kredit 
yang bertugas untuk mengetahui ke aslian agunan dari debitur, 
menyampaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur 
setelah kredit itu dicairkan dan menyerahkan uang pencairan kredit 
kepada debitur. 
7. Pengelolaan kredit kepada debitur dapat dilakukan dengan melakukan 
pemantauan usaha debitur secara baik sehingga bila ada debitur 
mengalami kesulitan pihak bank bisa membantu mencarikan solusi agar 
usaha tersebut dapat selalu lancar dan kolektibilitas angsuran dapat 
lancar. 
8. Melakukan kunjungan kepada debitur dengan menjalin hubungan 
kekeluargaan yang baik serta sekaligus mengingatkan debitur mengenai 
waktu pembayaran angsuran kredit. 
9. Hendaknya pihak bank menciptakan suatu hubungan baik antara debitur 
yang satu dengan debitur yang lain contohnya dalam segi bisnis seperti 
pemasaran dan pengelolaan usaha sehingga debitur akan merasa 
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